
SAHNAN

BUPATI MAGETAN

PROⅥ NSI」AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGE「AN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNG」AWABAN DAN PELAPORAN,SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGD「 AN,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 42 ayat(1)PCraturan

MentcH Dalam Nege五 Nomor 32 Tahun 201l tentang Pedoman

PembeHan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Bel呵 a Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan MenteH Dalam NegeH Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteH Dalam

Nege五 Nomor 32 Tahun 2011, perlu mengatur kembaI
penge101aan Pembe五an Hibah dan Bantuan sOsial yang
Bersumber daH Anggaran Pendapatan dan Beltta Daerah

Kabupaten Magetan;

b. bahwa schubungan dengan hal sebagaiinana dimaksud pada

huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban dan pelaporan, serta
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Penatausahaan,

Monitoring dan

Mengingat : 1' Undang-undang Nomor 12 Tahun lg50 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun lgSO Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja



Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengal Mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogiakarta (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o4
Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o4 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
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Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2Ol4
tentang Perubahan atas Undang,Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang_Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 13g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110,
Tambahaa kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O05 Nomor 139, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
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16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 201I tentang Tata
cara Pengadaan pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

21. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2Ol0 tentang pengadaan
Barang/Jasa pemerintah selagaimana telah diubah dengan
Peraturan presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan
Ketiga atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 36g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali teralhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n
2006 tentang pedoman pengelolaaa Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang
Pedoman pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 45O)



sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 200g
tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OOg Nomor S)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun
2008 tentang pokok_pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan.3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dewan perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutrya disingkat

DPRD adalah DpRD Kabupaten Magetan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibaa daerahdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
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kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten
Magetan.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah_

9. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran / barang.

10. Tim Anggaran pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan ApBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, ppKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

11. Rencana Keq'a dan Anggaran ppKD yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BpKAD selaku
Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Keg'a dan Anggaran SKpD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencErnaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKpD.

13. Dokumen pelaksanaan Anggaran ppKD yang selanjutnya
disingkat DpA-ppKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKpD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKpD yang digunakan sslagei
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Dokumen Pelal<sanaan perubahan Anggaran pejabat pengelola
Keuangal Daerah yang selanjutnya disingkat DppA_ppKD



adalah dokumen y€rng memuat perubahan pelaksanaan

anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelalsanaan perubahan Anggaran SKpD yang

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar perubahan :rnggaran oleh pengguna anggaran.

17. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi teq.adinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan /atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Naskah peqjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NpHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah
dengan penerima hibah.

21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yarrg dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila termasuk
organisasi non pemerintalran yang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang_undangan.

22. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasa] 2

Ruang Iingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten
Magetan.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat berupa uang,
barang atau jasa.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat
berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagran Kesatu

Umum

pasal 5

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengankemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang_
undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan betanja urusanwajib.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dima_ksud pada ayat (l)ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dankegiatan pemerintalr Daerah dengan memperhatikan azas
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keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
memenuhi kriteria :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditefapkan;
b' tidak w4jib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap

tahun anggaran, kecuati ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah;
d. diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan

kepentingan daerah;
e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

f. tidak digunalan untuk pembayaran yang bersifat tetap,
seperti layanan jasa listrik/telepon/air, dan honorarium
bulanan.

pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 huruf a diberikan kepada satuan ke4.a darikementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada di Daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dima_ksud dalam pasal 6 huruf b diberikan kepada daerahotonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang_undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik



Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal

6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan
keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaima.a dimaksud daram pasar
7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;dan
b. berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud daLam pasal Z ayat (6) diberikan dengan persyaratan :a. telah terdaftar pada pemerintah Daerah sekurang_kurangnya

3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
Daerah;dan

c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasa-l 9

(1) Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah,
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan
usulan/proposar hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Format usuran/proposar hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam l,ampiran I dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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(3) Bupati menunjuk Kepala SKpD terkait untuk melal<ukan
evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimalsud pada ayat (1);

(4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas
usulan/proposal mempertimbangkan:
a. keterkaitan usulan/proposal dengan program pemerintah

Daerah;

b. kelengkapan persyaratan administrasi;dan
c. besamya hibah yang diusulkan.

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimalsud pada ayat (3)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TApD.

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimalsud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran II darl merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.

Pasa1 lo

(l) Rekomendasi Kepala SKpD
dasar pencantuman alokasi
rancangan KUA dan ppAS.

dan pertimbangan TApD menjadi
anggaran belanja hibah datam

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaim4ls dimaksud padaayat (1) meliputi €rnggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

pasal ll

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA_PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA_SKpD.(3) RKA-PPKD dan RKA_SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (t)dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah daram APBDsesuai dengaa peraturan perundang_undangan.

pasal 12

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal l1 ayat(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis



belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada

PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah
s6lagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan Daerah;

d. Masyarakat;dan

e. Organisasi kemasyarakatan
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (21 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yar;g
diuraikan kedalam jenis betanja barang dan jasa, obyek belanja
hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

(4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan nama dan alamat penerima serta besaran hibah;
(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimal<sud pada ayat (3)

dicantumkan nama dan alamat penerima, jenis dan jumlah
barang serta besaran hibah;

Pasal 13

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima
dan besaran hibah dalam la.mpiran III peraturan Bupati tentang
Penjabaran ApBD.

(2) l,ampiran III peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagei bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
tentang Penjabaran ApBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan penatau sahaan

(1)Pelaksanaan

DPA―PPKD.

pasal 14

anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas
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(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa

berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan
mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tqjuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kew4jiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD.

(4) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD diteiepkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(l) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang ApBD
dan Peraturan Bupati Magetan tentang penjabaran ApBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah_

(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (l),
SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima hibah
untuk dapat mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati
melalui Kepala SKpD terkait.

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilal<ukan setelah penandatanganan NpHD dan
Pakta Integritas.
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(5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer
langsung ke rekening penerima hibah.

Pasal 17

(1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4)

dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat
permohonan pencairan hibah untuk diterbitkan Spp dan SpM.

(2) Sebelum SKPD terkait menyampaikan surat permohonan
pencairan hibah kepada PPKD, terlebih dahulu mengajukan
nota dinas persetujuan kepada Bupati yang dilampiri dengan
fotokopi DPA-PPKD / DPPA-PPKD.

(3) Format Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(4) Pengajuan Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana
pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. cheklist atas kelengkapan pengajuan dengan format
sebagaimana tercantum dalam l^ampiran VI dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTp) atas nama penerima
hibah;

c. fotokopi rekening Bank yang masih alrtif atas nama
penerima hibah;

d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah, dengan
format sebagaimana tercantum dalam l"ampiran VII dan
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini;

e. fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama
dan alamat penerima hibah;

f. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani penerima hibah dan pejabat yang
berwenang serta berstempel, dengan format sebagaimana
format tercantum pada Lampiraa VIII dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
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g. persetujuan Bupati.
(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan lengkap maka
PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD

untuk membuat SPP, selanjutnya PPK-PPKD menerbitkan
SPM.

(5) Setelah SPM diterbitkan, Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2D).

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan (a), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18

Penerima hibah berupa uang bertanggungiawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

Pasal 19

(1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan hibah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala
SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. Pemberian hibah untuk Pemerintah dan pemerintah Daerah
l"ainnya, terdiri atas :

l. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat)

bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;

2. NPHD;

3. Fotokopi KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala
Daerah penerima hibah;

4. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang_

undangan.
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b. Pemberian hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas :

l. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan

Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap
Direksi atau sebutan lain;

2. NPHD;

3. Fotokopi KTP atas nama Direksi atau sebutan lain
Perusahaan Daerah atau perseroan;

4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
5. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang_

undangan.

c. Pemberian hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri
atas :

l. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat)
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan lembaga/organisasi;

2. NPHD;

3. Fotokopi KTP atas
lembaga,/organisasi;

n:una ketua/pimpinan

4. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
5. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang_

undangan.
(3) Format berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX dan
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(4) Format surat pemyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam l^ampiran X dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggunglawaban

Pasal 20

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
pengguna€rn hibah kepada Bupati melalui ppKD dengan
tembusan Kepala SKpD terkait.
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(2)

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan

laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKpD
terkait.

(3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dan (2) tercantum dalam l,ampiran XI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Hibah berupa uang dicatat sebogai realisasi jenis belanja hibah
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKpD terkait.

Pasal 22

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah
meliputi:

a. Usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;

d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NpHD; dan

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau
berita acara serah terima barang atau jasa atas pemberian
hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 23

Penerima hibah bertanggungiawab secara formal dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya.
Pertanggungiawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

hibah yang diterima telah digunalan sesuai dengan NpHD;
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan bag penerima hibah

(2)

17



(3)

(4)

berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang
atau jasa lagi penerima hibah berupa barang atau jasa.

Pertanggunglawaban 56fagnim6y16 dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 1O bulan Januari
tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah
sebagai obyek pemeriksaan.

Bagran kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Inspektorat.

Pasal 25

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah
berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang_
undangan.

BAEI IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.
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(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) meliputi :

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat
ekonomi, politik, bencana atau fenomena

yang mengalami

dari krisis sosial,

alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari kemungkinan teq'adinya resiko
sosial.

Pasal 28

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a terdiri dari
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan ApBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(a) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya ssfagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi
pagu alokasi €rnggaran yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 29

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimal<sud dalam pasal 26,

memenuhi kriteria :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanj u tan;
d. sesuai tujuan penggunaan; dan
e. tidak digunakan untuk pembayaran yang bersifat tetap seperti

pembayaran layanan jasa listrik/telepon/air minum, dan
honorarium bulanan.

Pasal 3O

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial halya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan seba ga imans dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah pemerintah Daerah.

(3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan
sosial meliputi:

a. rehabilitasisosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulanganbencana

(2)

(4)

(5)



Pasal 31

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat
(5) huruf a ditqjukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosiat:ya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasat 30
ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimalsud dalam pasal 30
ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyaralat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasamya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3O ayat (5)

huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebag: imsn6 dimaksud dalam pasal

3O ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (l) diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
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cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang
tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan sarana prasarana pendidikan untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan sa.rana kerja untuk masyarakat tidak mampu/miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 33

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada Bupati dan dapat disertai proposar dalam hal
permohonan memerlukan uraian / rincian.

(2) Format usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) tercantum dalam I^ampiran XII dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Bupati menunjuk Kepala SKpD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ).

(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal
mempertimbangkan :

a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah
Daerah;

b. kelengkapan persyaratan administrasi;dan
c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TApD.

(6) Format Hasil Evatuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 34

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TApD menjadi
dasar pencantuman alokasi €rngg€iran bantuan sosial dalam
rancangurn KUA dan ppAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa u€rng
dan/atau barang.

Pasal 35

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA_PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKpD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD sesuai peraturan perundang_undangan.

Pasal 36

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada ppKD.

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat;dan

c. lembaga non pemerintah.
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat(21dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang, dan rincian obyek belanja bantuan
sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKpD.

23



(2)

Pasal 37

Bupati mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam t ampiran IV peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
tentang Penjabaran ApBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan penatau sahaan

Pasa1 38

(l) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DpA-ppKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DpA-SKpD.

Pasal 39

(1) Setiap pemberian bantuan sosial berupa barang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh
Bupati dan penerima bantuan sosial.

(2) Berita 4941.6 56fagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit
memuat:

a. pemberi dan penerima bantuan sosial;
b. penggunaan bantuan sosial; dan
c. besaran/rincian bantuan sosial yang akan diterima;

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani Berita Acara Serah Terima.

(4) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani Berita Acara Serah Terima ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(5) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, sebagaimana tercantum dalam L^ampiran XIV dan
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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Pasal 40

(1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati Magetan tentang penjabaran ApBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kecuali
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28.

(3)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverifikasi oleh SKpD terkait.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilalukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer
langsung ke rekening penerima bantuan.

Pasal 41

(1) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal
40 ayat (4) dilakukan oleh ppKD setelah SKpD terkait
menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial
untuk diterbitl<an Spp dan SpM.

(2) Sebelum SKPD terkait menyampaikan surat permohonan
pencairan bantuan sosial kepada ppKD, terlebih dahulu
menga,iukan nota dinas persetujuan kepada Bupati yang
dilampiri dengan fotokopi DpA_ppKD/ DppA_ppKD.

(3) Format Surat permohonan pencairan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
Lampiran XV dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Pengajuan Surat permohonan pencairan bantuan sosial
sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan :
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a. chek list atas kelengkapan pengajuan, dengan format
sebagaimana tercantum datam t ampiran XVI dan
merupalan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini;

b. fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp) atas nama penerima
bantuan sosial;

c. fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama
penerima bantuan sosial;

d. surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII
dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini;

e. fotokopi DpA-ppKD/DppA_ppKD yang menunjukkan nama
dan alamat penerima bantuan sosial;

f. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani penerima bantuan sosial dan pejabat yang
berwenang serta berstempel, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

g. Persetujuan Bupati.
(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana

dimal<sud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan lengkap maka ppKD
memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran ppKD untuk
membuat Spp, selanjutnya ppK_ppKD menerbitkan SpM.

(5) Setelah SPM diterbitlan selanjutnya Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat
Perintah pencairaa Dana (SF2D).

(6) Penerbitan Spp, SpM dan Sp2D sebagaimana dimalsud pada
ayat (3) dan (a), dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 42

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.
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Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang
dan jasa Pemerintah.

Bagran Keempat

Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 44

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui ppKD
dengan tembusan SKpD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati merarui
kepala SKpD terkait.

(3) Format laporan penggunaan bantuan sosiar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sebagaiman tercantum
dalam la.mpiran XVIII dan merupakan bagran tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebrgaimma dimaksud dalam pasal 40 paling
lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) memuatnama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang
diterima oleh masing_masing individu dan/atau keluarga.

(1) Bantuan sosial berupa
belanja bantuan sosial
berkenaan.

Pasal 46

uang dicatat sebagai realisasi jenis
pada PpKD dalam tahun anggaran
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(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat seb"gai realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKpD terkait.

Pasal 47

(1) Pertanggungiawaban pemerintah Daerah
bantuan sosiat meliputi:
a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan

sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan
menyatakan ba_trwa bantuan sosial yang
digunakan sesuai dengan usulan; dan

atas pemberian

sosial yang

diterima akan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX danmerupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (l)huruf b dan huruf c dikecualikal terhadap bantuan sosial bagiindividu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

pasal 4g

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungiawab secara forma-l darrmaterial atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungiawaban penerima bantuan sosial meliputi:a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan

sosiai;

b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwabantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai denganusulan; dal
c' bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuaiperaturan perundang_undangan bagr penerima bantuan
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sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang

fagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima baltuan
sosial selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 49

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Inspektorat.

Pasal 50

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan
sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5l

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7l Tahun 2011 tentang TataCara Pengangqaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

Pertanggungiawaban dan peraporan, serta Monitoring da,,
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Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2O1l tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB Ⅵ
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI MAGE"TAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 9 Fcbruari 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGD「AN,

ttd

MEI SUGIARINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan spsuai dengan aslinya

HUKUM

Tingkat I
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FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

: PERATURAN BUPATI MAGD「 AN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

Magetan,
Kepada
Yth. Bupati Magetan

di
MAGETAN

LAMPIRAN I

Nomor  :
Lampiran :

Hal    :
...... berkas
Usulan/ Proposal
Permohonan Hibah

sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan peraksanaan
tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan/ Kelurahan / Desa ......... di
wilayah Kabupaten Magetan dan dalam rangka menunjang kegiatan r.ernbaga/
Organisasi/Pemerintah .. Kami mengharapkan kiranya dapat
diberikan bantuan dalam bentuk hibah bempa sehingga
pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan
aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunalan untuk :

a.

b.

C.

d' """""""' .............. dst
Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagai bahan pertimbangan bagi

Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan

terima kasih.

Ho....at kami,

PemohOn
(Kepala Organisasi/1nstansi/PerOrangan)

(……………………………………)

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

dengan aslinya

HUKUM

Tingkat I

1995032002

恣
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LAMPIRAN IH

A.FORMAT NASKAH PER」 ANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

KOP SKPD

: ΠERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :   TAHUN 2015

TANGGAL:

NASKAH PER」 ANJIAN HIBAH DAERAH

(NPHD)
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini ................tanggal ..............bulan ................tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Alanat / tempat kedudukan dalaln hal ini bertindak

untuk dan atas natna PemeHntah Kabupaten

Magetan sebagai ‖PembeH Hibah" yang
selanJutnya dalam Naskah Pcttanjian Hibah

Daerah (NPHD)ini diSebut sebag`五  PIHAK
PERTAMA.

2. Nama
No KTP)*

Tempat / Tanggal Lahir
Peke{aan)* / Jabatan)**
Alamat

;t;;"; ; ;;;; ; ;;; ;.i;; ;;o:;x "::x"l#l;,ini di.sebut sebagai PIHAK KEDIJA)*
Alamat daZα″こ れaJ tれj

わθ燿れdαた      
“
血 た      dαれ      atas

naれα...¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ―Sebασα三 〔Pしれοrimα  Hibαた″

yα′η sera凛れ yα dαraれ Nasたαれ J%"可ゴαれ
″ibαれ Daeratt rIPrfDJ 三滅 diSettχ t sebagα三

…

KED町 "

Secara bersallna― sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK
Dengan berdasarkan pada:

1.Undang‐ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah

(Lcmbaran Negara Republik lndOnesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
34



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sgfagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20l l Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peratural
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 540);

5. ....................... dan seterusnya
Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas KEDUA BELAH
PIHAK sepalat mengadakan PeI'anjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TU」UAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH

Pasa1 1

Pemberian hibah daerah bertujuan untuk

BAB II
BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

(1) Hibah yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa
uang sejumlah........

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari
APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

BAB HI
KEWA」IBAN PARA PIHAK

Pasa1 3

(1)Kewaiban PIHAK PERTAMA:

2

3

4.



a. menyediakzrn dana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pelaksanaan
yang dibebankan pada APBD Kabupaten Magetan.

b. menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. d11.............
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menyampaikan laporan penggunazm hibah kepada Bupati melalui SKpD
terkait;

b. mempertanggungiawabkan secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya;

c. mengelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
serta taat pada kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. dalam rangka transfer dana hibah daerah sebelum pencairan dana wajib
menyampaikan nomor rekening, nama pemegang rekening dan nama bank
]、g dituttuk kepada PIHAK PERTAMA
e. dll.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HIBAH DAERAH

Pasa1 4

(1).… … … … … … … … … ・

(2).………………………・

(3).………………………・

(4).………̈ ………………………・dSt・

BAB V
TATA CARA PELAPORAN HIBAH DAERAH

Pasa1 5

(1)… … … … … … … … … ・

(2).………………………・

(3).………………………・

(4).… …̈ …̈……………………・dSt・

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PIHAK KEDUA bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak lain, maka
PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi
tanggungiawab PIHAK KEDUA.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan semuanya mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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B. FORMAT NASKAH PER」 ANJIAN HIBAH  DAERAH DALAM BENTUK
BARANG/」ASA

KOP SKPD

NASKAH PER」 ANJIAN HIBAH DAERAH

(NPHD)
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DENGAN

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini ................tanggal ..............bulan ................tahun
yang bertanda tangan di bawah
1. Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat/ tempat kedudukan dalarn hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Magetan sebagai "Pemberi Hibah, yang
selanjutnya dalam Naskah peg'anjian Hibah
Daerah (NPHD) ini disebut sebagai pIHAK
PERTAMA.

2. Nama
No KTP)*
Tempat / Tanegal lahir
Pekeq'aan)* / Jabatan)**
Alamat ・………………………………………̈ ……………, yαng scraれルιtれyα

αα
`α“
Naミたαtt Pし

"η
″αれHibαれDaeraた βⅥPttE〃

三れゴαおeb“tsebagαIPHAK KED3、キ
AIamat ααlα″2 1tal fれι

bertindak untuk d.an ata.s
t|oma...................sebagai "Peneima Hibah,
gang selanjutnga dalam Na.skah perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) ini disebri sebagai
PIHAK KEDUA)**

secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA disebut PARA ptHAK.
Dengan berdasarkan pada :

1. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2or5 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (rrmbaran Negara Republik

lnl :
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2o06 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l rahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2o1l tentang pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 45o) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pembahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

5. ........... dan seterusnya
Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas KEDUA BELAH
PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TU」UAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH

Pasa1 1

Pemberian hibah daerah bertujuan untuk

BAB II
BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

Hibah yang diberikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa
..................sejumlah........ dengan nilai sebesar Rp........... (................rupiah)
Sumber dala untuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berasal dari APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

BAB IH
KEWA」IBAN PARA PIHAK

Pasa1 3

(1)Kewaiban PIHAK PERTAMA:
a menyediakan barangガaSa yang dibutuhkan dalam rangka ke」 atan
pelaksanaan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Magetan;
b menyalurkan barangん aSa kepada PIHAK KEDUA sesud jadwal dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)

c dll.
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(2)Kewttiban PIHAK KEDUA:
a.menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupad melalui SKPD
terkait;

b.mempertanggunttawabkan secara fo■ ■1.al dan mate五 al atas penttμ naan
hibah yang diteHmatta;

c.mengelola secara tertib, ckonomis, eFlsien, efektit transparan dan
akuntabel serta tant pada k通dah― kaidah peraturan perundang― undangan
yang berlaku.

d.dll.……………………………

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN HIBAH DAERAH

Pasa1 4

(1).… … … … … … … … … ・

(2).………………………・

(3).………………………

(4)………̈ ¨̈ ……………̈ ・̈dSt・

BAB V
TATA CARA PELAPORAN HIBAH DAERAH

Pasa1 5

(1).… … … … … … … … … ・

(2).………………………・

(3).… ……………………・

(4)… ………………………dSt・

BAE} VI
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 6

PIHAK KEDUA bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimaaya dari PIHAK PERTAMA.

Pasa1 7

Dalarn hal tettadi persclsihan antara PIHAK KEDUA dengan plhak l」 n,maka
PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya men」 adi
如 ggunglawab PIHAK KEDUA.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya dibubuhi meterai Rp 6.OO0,OO dan semuanya mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PER「AMA

Kcterangan:

' Dalam hal penc五ma hibah adalah Masyarakat.
■■ Dalaln hal penc五 nla hibah adalah Pcmerintah,Peme五 ntah Daerah linnya
atau organisasi kemasyarakatan.

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

BACIAN HUKUM

Tingkat I

1995032002
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FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PttA INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah,dengan ini
menyatakan bahwa saya:

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

Magetan,

Pene五ma Hibah

NAMA
NO KTP
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
」ABATAN
ALAMAT
Bertindak untuk dan atas nama....
P4* rangka pelaksanaan penggunaan hibah yang diberikan oleh pemerintah
Kabupaten Magetan, dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan rrlglangikan t p191 Orfra]< Vane berwajib/berwenang apabila mlngetahui

ada indikasi Korupsi,. Kolusi, dan Nepotisme 1i<xry aararn'pio""" p"l"k".rr"",
penggunaan hibah ini;

3. Akan menggunakan hibah serta peraksanaannya akan mematuhi peraturan
Bupati Magetan Nomor......Tahun ........ tentang dan sesuai

_ feSturan perundang-undangan yang berlaku
4' Apabila saya melanggar hal-hal yang terah saya nyatakan dalam pakta

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi """ri"i a""g.r, peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MAGBrAN,

ttd

SUMANTRI

i dengan aslinya
HUKUM

Tingkat I

1995032002
42
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LAMPIRAN V

...... berkas
Permohonan Pencairan
Hibah.

dengan aslinya
HUKUM

Tingkat I

1995032002

: PERATURAN BUPATI MAGrrAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Fcbruan 2015

Magetan, tgl - bln - thn
Kepada
Yth. Bupati Magetan
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah
Di
MAGETAN

KEPALA SKPD

(NAMA)
Pangkat

NIP

BUPATI MAGEyPAN,

ttd

SUMANTRI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH

Nomor
Lampiran
Hal

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Hibah
Daerah sejumlah Rp....................... (................. rupiah) yang
diperuntukkan kepada l*mbaga / y ayasan/ Organisasi....................
yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta lampiran
sebagai berikut :

a. Chek List atas kelengkapan pengajuan;
b. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp) atas nama penerima

hibah;
c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima

hibah;
d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah;
e. Fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama dan

alamat penerima hibah;
f. Kuitansi;
g. Persetqiuan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

八
鎧
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LAMPIRAN Vl :  PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR  : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

FORMAT CHECK uST KELENGKAPAN PENGA」 UAN PENCAIRAN

CHECK LIST

KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN

I. SKBUPATITENTANGPENERIMAANHIBAH T_lII

2. NPHD I_-l
t_J

3. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH TItt
4. SPTJ PENERIMA HIBAH Nlt
5. FOTOKOPI REKENING BANK PENERIMA HIBAH TItt
Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas tetah diteliti dan dinyatakan
lengkap dan benar sesuai peraturan perundang-undangan serta disimpan di
SKPD kami.

`.…

.Jabataれ 税rtthttrar.¨。ノ

Selaku

Pttabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK―SKPD)

NAMA

Pangkat

NIP

sesuai dengan aslinya
BUPATI MAGrrAN,

BAGIAN HUKUM
ttd

SUMANTRI

館
002

44



LAMPIRAN Ⅵ I : PERATURAN BUPATI MAGDrAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERT.IYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENEzuMA HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

NAMA :

NO T(TP :

ALAMAT :

JABATAN : Ketua .. (Organisasi/Lembaga)

Bertindak untuk dan atas nama...............................(Organisasi/kmbaga)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hibah berupa uang

sebesar Rp.................... (...........................rupiah) yang diterima dari pemerintah
Kabupaten Magetan akan kami gunat<an sesuai Naskah pedanjian Hibah Daerah (NPHD)
Nomor ...... dan Nomor............. tanggal .......... serta penggunaannya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penggunaan hibah tidak sesuai
dengan Naskah Perjanjial Hibah Daerah (NPHD) dimaksud serta penggunaann5za tidak
dilaksanaka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka kami bersedia mengembalikan kerugian daerah yang ditimbulkan kepada
Pemerintah Kabupaten Magetan serta bersedia menerima sanksi baik pidana maupun
perdata.

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sadar dan tarrpa ada paksaan
dari pihak manapun.

Magetan,

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGE「 AN,

ttd

SU MANTRI
Tingkat I

1995032002

予

鰊
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LAMPIRAN Ⅵ H: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

FORMAT KWITANSI

BUPAT:MAGETAN

KW:TANS:No。

S“da■ ■ttma Dα″

BaFya■aソa tJarPg

B“at Bαソar

I'erbitang Rg.

Magetan

Mengetahui             Mengetahui
Kepa!a BPKAD Kab.Magetan    Kep● ′o SKPD terka′ど
Selaku PPKD          Kabupaten Magetan

Bendahara Penge!uaran

PPKD
Kabupaten Magetan

Yang Menerima

NIP
(… … … … … … … …

.)

N:P
(………………………)

NIP.

鱚
颯

dengan aslinya
GIAN HUKUM

Tingkat I

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

NIP.196808031995032002
`6

{…………….…………)



LAMPIRAN Ⅸ : PERATURAN BUPATI MAGDrAN

NOMOR   : 7 TAHUN 2015

TANGGAL  : 9 Februari 2015

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor :...................

Pada hari ini ................., tanegal. ..bulan.......... tahun..........,
bertempat di ............... berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Nomor
dan Nomor Tangga1................. tentang Hibah Barang/Jasa, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama
NIP

Pangkat

」abatan

Yang bertindak untuk dan atas natna BUPATI MAGETAN yang sclattutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2.Nama
No. KTP
Alamat
Jabatan Ketua .......... ....... (organisasi penerima hibah)
Yang bertindak untuk dan atas nama .......... (organisasi
penerima hibah) yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan ..........
Kecamatan... Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut pIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan" :

- barang berupa sebanyak........ unit dengan
....... (.'....... '. ........ rupiah) atau

- jasa berupa.................. dengan nilai sebesar Rp.
(... .......... '.... rupiah)

untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

nilai sebesar Rp.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)
Keterangan:
*Disesuaikan dengan hibah yang diberikan.

(Nama Pembe五 Hibah)

BUPATI MAGETAN,
sesuai dengan aslinya

HUKUM
ttd

SUMANTRI

Tingkat I

1995032002 47



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGD「 AN

NOMOR   : 7 TAHUN 2015

TANGGAL  : 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB HIBAH BARANG/JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA
NO KTP
ALAMAT
」ABATAN Ketua .......... (Organisasi/L,embaga)
Bertindak untuk dan atas nama..... ..... (Organisasi/ Lembaga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hibah berupa
barang/jasa senilai Rp..... (...........................rupiah) yang diterima dari
Pemerintah Kabupaten Magetan telah kami gunakan sesuai Naskah perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) Nomor ...... tanggal .......... dan Nomor ..... tanggal........,
serta penggunaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penggunaan hibah tidak
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimaksud serta
penggunaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku, maka kami bersedia mengembarikan
kerugian daerah yang ditimbulkan kepada pemerintah Kabupaten Magetan serta
bersedia menerima sanksi baik pidana maupun perdata.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

Magetan,.

Yang Menyatakan

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

ｍ̈

に
96808031995032002

(…………………………)

sesuai dengan aslinya
HUKUM

ttd



A.FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

LAMPIRAN XI

...... berkas
Ia,poran Penggunaan Dana
Hibah.

: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL:9 Februari 2015

Magetan, tgl - bln - thn
Kepada
Yth. Bupati Magetan
cq. Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Magetan
Di
MAGETAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, la.poran
Penggunaan Dana Hibah yang telah t<aml terima' sejumlahRP'.. (.,.... ..... Rupiah).

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan denganbaik sesuai ketentuan sebagaimana surat pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Hibah Uang terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Hibah

Tembusan:

Ytho Sdr.Kepala.… ……(SKPD terkaio

NO PENGGUNAAN 」UMLAH KETERANGAN
１
■ 2. 3. 4.
１
■

2.

3.

4. Dst..

TOTAL

49
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B.FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/」 ASA

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

...... berkas

laporan Penggunaan Hibah

Barang/Jasa.

Magetan,tgl― bin― thn

Kepada

Yth.Bupati Magetan

Cq. Kepala.……………(SKPD terkaitl

Di

MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Laporan
Penggunaan Hibah Baran g/ Jasa berupa........... sebanyak ........
unit dengan nilai sejumlah Rp. ................... (..........
Rupiah).

Perlu kami laporkan pula bahwa hibah yang kami terima
dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Hibah

sesuai dengan aslinya
BUPATI MAGrrAN,BAGIAN HUKUM

ttd

SUMANTRI
Tingkat I

1995032002

肛

鑑
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LAMPIRAN XH :

A.CONTOH FORMAT USULAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT ORGANISAS1/LEMBAGA)*

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :7 TAHUN 2015

TANGGAL 1 9 Februari 2015

Magetan, tgl-bln-thn
Kepada
YtI. Bapak Bupati Magetan

Di
Maeetan

Nomor
Sifat

Lampiran
PeHhal

)・

........ berkas
Usulan/ Proposal Permohonan
Bantual Sosial.

Dengan homLat,

HORMAT KAMI:

MttGETAHUI:
Kepala Sekolah/Kepala bembaga Non Pemenntahan yang bersangkutan

dan/atau kepala SKPD)'

Kepala Desa/Lurah dan Calnat)=キ

51



B CONTOH FORMAT PROPOSAL BANTUAN SOSIAL:

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

I.LATAR BELAKANG

…………………… ……………………̈ …………………………………………DST.

H.TU」UAN/SASARAN

……………… …̈……………………………………………DST.

IH.RINCIAN BIAYA

・…………………………………………………………………………………………………DST.

IV RENCANA」 ADWAL PELAKSANAAN

¨̈ ――………………………̈ ……………………………………………………………………………………………………DST.

52



V.PENUTUP

…̈………・・̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈・・……̈ ¨̈・・…………………………………………………………………DST.

Ⅵ .LAMPIRAN― LAMPIRAN

…・̈ …̈…・………・̈ …̈………………………・……・………………………………………………・・……DST.
HORMAT KAMI:

MENGETAHUI:
Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Non pemerintahan yang bersangkutan

dan/ atau kepala SKPD)*

Kepala Desa/ Lurah dan Camat )**

Keterangan:
)* : unfuk permotonan banfitqn sosial gang diajukan oleh lembaga

non pemerintahan
)** : unfitk permotanan bantuan sosial yang diajukan oleh irdividu,

leeluarga, dan/ atau masgaralat

sesuai dengan astnya
BAGIAN HUKUM

Tingkat I

1995032002

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

疇
偕
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LAMPIRAN XIV  : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Feb面 2015

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
Nomor :...................

Pada hari ini ............,...., tanggal.......................buIan.......... tahun..........,
bertempat di ............... berdasarkan Keputusan Bupati Nomor...,.............Tanegal tentang.........................)*, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

Pangkat
Jabatan

ｍ‐Ｐ
Ｎ

Ｎ

Yang bertindak untuk dan
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama
No.KTP
Alamat
Jabatan   : Kema.……………………………・」・・

PIHAK KEDUA

(Nama PeneHma Bantuan SOsiall

atas narna BUPATI MAGrrAN yang sclattutnya

Yang bertindak untuk dan atas ,rami .......... (organisasipenerima bantuan sosial) yang berkedudukan ai o.""1["i"r"r,",Kecamatan... Kabupaten Magetan, yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan sosial berupa:)***- I*S sejumlah Rp......................... (.................. r{rpiatrt- barang berupa .............sebanyak........ unit d".rg.r, nilai sebesar Rp."':"':::""::""""". (.'.......'. ........ rupiah)untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERrAMA

(Nama PcmbeH Bantuan sOsiall

Keterangan :

)" : untuk penerima bantuan sosial gang sttd_ah ditetapkan dalamKeputusan Bupati
),** _ 

: dalam hal penerima. banfr,nn sosial adalah tembaga/ organisa,si
)**' : disesuaikan bantuan sosial gang diie;ii;;- -

sesuai dengan aslinya BUPATI MAGrrAN,
BAGIAN HUKUM

ttd

SUMANTRI

Tingkat I

1995032002
56

NIP.1



FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

LAMPIRAN XV  : PERATURAN BUPATI MAGDrAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februan 2015

Magetan, tgl - bln - thn
Kepada
Yth. Bupati Magetan
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah
Di
MAGETAN

Nomor
Lampiran
Hal

...... berkas
Permohonan Pencairan
Bantuan Sosial.

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Bantuan
Sosial sejumlah Rp....................... (. . . . . . . . . . . . . . . . . . rupiah) yang

Organisasi....................)* yang telah memenuhi t"t".rit"p.r,
administrasi sebagai ketentuan perundang-undangan yang 6erhku
dan dengan lampiran sebagai berikut :a. Chek List atas kelengkapan pengajuan
b. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp) atas nama penerima

bantuan sosial;
c. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima

bantuan sosial;
Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah
Fotokopi DPA-PPKD/DPPA-PPKD yang menunjukkan nama dan
alamat penerima bantuan sosial;
Kuitansi.
Persetujuan Bupati.
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya

ｄ

ｅ．

■

ｇ．

disatnp」kan tc五 ma kasih.

Keterangan
)* : disesuaikan peneima banhtan sosial

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

Tingkat I

KEPALA SKPD

(NAMA)
Pangkat

NIP

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

.196808031995032002

57



1. SK PENETAPAN BUPATI TENTANG BANSOS

2. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANSOS

3. SPT」 PENERIMA BANSOS

4.FOTOKOPI REKENING BANK PENERIMA BANSOS

LAMPIRAN刈  : PERATURAN BUPATI MAGDrAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

CHECK LIST

KELENGKAPAN PENOAJUAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

□
□
□
□

Dokumen―dokumen sebagairnana tersebut di atas tclah diteliti dan dinyatakan

lengkap dan bcnar sesuai peraturan perundang― undangan serta disimpan di

SKPD kami.

`・

…….」abαtan Stmた包rar.……ノ

Sclaku

nttabat Penatausahaan Kcuangan SKPD

(PPK‐SKPD)

NAMA

Pangkat

NIP

sesuai dengan aslinya BUPATI MAGD「AN,
BAGIAN HUKUM

ttd

SUMANTRI

Tingkat I

.196808031995032002
館

58



LAMPIRAN XVⅡ  : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah im saya:

NAMA
NO KTP
ALAMAT
」ABATAN

Magetan,

Yang Menyatakan

Bertindak untuk dan atas nama...............................(Organisasi/kmbaga)
Dengan ini menyatakan dengarr sesungguh,ya bahwa bantuan sosial berupa:)**- uang sejumlah Rp. ........................ ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . rupiah)- barang berupa ..........,..sebanyak........ unit dengan nilai sebesar Rp.

..... (............... .. rupiah)
yang diterima dari pemerintah Kabupaten Magetan terah kami gunakan sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari temyata terbukti bahwa penggunaan bantuan sosialtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangarr yang berlaku, makakami bersedia mengembalikan kerugian daerah yang ditimburkan keplda RemerintahKabupaten Magetan serta bersedia menerima sanksi baik pidro" -arp,- perdata
Demikian surat pemyataan ini ka,.i buat dengan sadar dan tanpa ada paksaandari pihak manapun.

ttd

(.............................)

Keterangan:
).1_: d-glam hal peneima bandnn sosial adalah lembaga/ organisasi)**: di.seataikan banfitan sosial garq dii;;k";

sesuai dengan aslinya
BAcIAN HuKUM

Tingkat I

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI館
.1968080319950320o2

5g



LAMPIRAN XVHI PERATURAN

NOMOR :

TANGGAL:

BUPATI MAGETAN
7 TAHUN 2015

9 Februari 2015

A.FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nomor :

l,ampiran :

Perihal :

...... berkas
la,poran Penggunaan
Bantuan Sosial.

戦要鷲警晏1歌難ず胤i
Bantuan SOsial yang kami te五ma telah

Magetan, tgl - bln - thn
Kepada
Yth. Bupati Magetan
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Magetan
Di
MAGETAN

hormat, I"aporan
terima sejumlah

digunakan sesuai

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan denganbaik sesuai ketentuan sebagaimana surat pernyataan Tanggung
Jawab Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Bantuan Sosial

Tembusan:

Ytho sdro Kepala.………(SKPD terkaiJ

eng€rn peruntu rincian sebasai berikut :

NO PENGGUNAAN 」UMLAH KETERANGAN
2. 3. 4.

１
■

2.

3.

4. Dst..

TOTAL

60

(…………………………)



B.LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

...... berkas

Laporan Penggunaan

Bantuan Sosial.

Magetan, tgl - bln - thn

Kepada

Yth. Bupati Magetan

Cq. Kepala........... (SKPD terkait)

Di

MAGETAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, l,aporan

Penggunaan Bantuan Sosial Barang berupa........... sebanyak ........

dengannilaisejumlahRp.................... (............. Rupiah).

Perlu kami laporkan pula bahwa Bantuan Sosial yang kami

terima dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

Penerima Bantuan Sosial

sesuai dengan aslinya
BUPATI MAGETAN,BAGIAN HUKUM

ttd

SU MANTRI
Tingkat I

1995032002
飾

61

(…………………………)



Dalam rangka pelaksanaan kegiatan
dengan ini menyatakan bahwa saya :

LAMPIRAN測 X: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL: 9 Februari 2015

PAKTA INTEGRITAS

yang dibiayai dari dana bantuan sosial,

NAMA
NO KTP)'
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
PEKER」AAN)★ /JABATAN)★=
ALAMAT
Bertindak untuk dan atas nama.............)*"
Dalam rangka pelaksanaan penggunaan bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwaj ib/ berwenang apabila mengetahui

ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kilf$ dalam proses pelaksanaan
penggunaan bantuan sosial ini;

3. Akan menggunakan bantuan sosial ini serta pelaksanaannya akan mematuhi
Peraturan Bupati Magetan Nomor......Tahun ....... tentang .....................dan
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Magetan,

Penerima Bantuan Sosial

ttd

Materd

Keterangan:
)* : unhtk permolanan bantuan sosial gang diajukan

oLeh indiuidu, keluarga, dan/ atau masgarakat
)** : unhtk permolonan bantuan sosial gang diajukan

oleh le mb ag a non peme rintahan

sesuai dengan aslinya BUPATI MAGDrAN,

ttd

SUMANTRI

BAGIAN HUKUM

Tingkat I

ゲ

96808031995032002
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